)
W

i

BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 443 /Kep.458-Huk/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)

Menimbang

Mengingat

LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

a. bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah

melakukan Cleansing data kematian pada aplikasi NARS
sebanyak 145 data kematian pada tanggal 6 September
2021, sehingga menyebabkan kenaikan level
kewaspadaan pada Indikator Penyesuaian Upaya
Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;

. bahwa sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Barat pada

Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Kebijakan Penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa
Barat tertanggal 14 September 2021, penetapan Level
Kewaspadaan bagi Kabupaten Purwakarta yang sedang
melaksanakan Cleansing data berdasarkan pada data
real/nyata yang dapat dipertanggungjawabkan dengan
mengikuti level kewaspadaan sebelumnya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang

dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas maka Perlu
Menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2
Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Kabupaten
Purwakarta.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah  Kabupaten Dalam Lingkungan



Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona -Virus Disease 2019
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6487);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kelevelan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 34);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID -19) sebagai Bencana
Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
249);

Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala
Mikro Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) di daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 198 Tahun 2020
tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap
Pelanggar Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan PSBB
dan AKB Dalam Penanggulangan Covid-19 Di
Kabupaten Purwakarta;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021
tanggal 13 September 2021 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3,
dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah
Jawa dan Bali;

Arahan Gubernur Jawa Barat tanggal 14 September
2021 dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Komite
Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat;

Surat Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten
Purwakarta Nomor 234/SATGASCOVID-19/1X/2021
Tanggal 14 September 2021 Perihal Permohonan
Penerapan Level Kewaspadaan.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah
Kabupaten Purwakarta. B



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Level 2 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
terhitung mulai tanggal 14 September 2021 sampai dengan
tanggal 20 September 2021.

Melakukan Koordinasi dengan unsur Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
Kejaksaan dalam pengawasan pelaksanaan PPKM Level 2
Covid-19.

Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau
melakukan aktivitas di Kabupaten Purwakarta, wajib
mematuhi ketentuan PPKM Level 2 sesuai dengan Surat
Edaran Bupati Purwakarta Nomor 443.1/2930/Huk
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah
Kabupaten Purwakarta.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 September 2021
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